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BUPATI BIUARA ENIM,

bahwa sebagal pelaksanaan ketentugn Pasal 95 sampal dengan
Pasal 103 Undang-Undang WNomor 22 Tahun [992 tlentang
Pemenntahan Daerah dgn Pasal 9 sampm dengan Pasal 22
Keputusan Mentert Dalam Negen Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman U Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang
perlu untuk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurat a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Pepcalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberbentian  Kepala
Desa:

Undang-undang Momor 28 Tahun 1939 tenlang Pembentukan
Dacrah Tingkat 1] dan Kotaprajz di Sumatera Selatan {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Mepara Momor 18217;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 fentang Pokok-Pokok
fepepawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Momor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 fentang Pemenntzhan
Dagrah (Lembaran Megara Eepublik Indonesia Tahun 159499
Nomor &0; Tambahan Lembaran Nepara Nomor 38349);

Undang-undang MNomor 43 Tzhun 1999 tentang Perubahan
Undang-undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepepawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Momor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Perateran Pemenniah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinst Sebapal Daerabh Ctonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 54
Tambahan Lembaren Megara Nomor 39527,

Keputusan Presiden Nomor 434 Tahun 1999 tentang Teknik
Penvusunan  Peraturan  Perundsng-undangan dan Bentuk
Rancanpan Undang-lndang, Rancangan Peraturan Pemenntab
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 199% Momor 70);



Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa  Peraturan  Menteri  Dalam  Neger,
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi hepem Dralam
Nepari sebagai pelaksanaan Undang-undang Momar 3 Tahun 19749
tentang Pemenntahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenar Desa,
DDengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLUPATEN MLUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tyalam Peraturan Daerah ini yang dimaksod dengan

(]

e
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Gubernur adalah Gubernur Sunatera Selatan,
Eupati adalah Bupati Muara Enim.
Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi Desa yang bersangkutan.

Desa adalah suatu wilavah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagar ketentuan
masverakal termasuk didalamnya kesatuan masyarakat Hukum yang ETOLEY AL
orgamisasi Pemerintahan terendah  langsung  dibawah  Camat dan  herhak
menyelengzarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Fesatuan Republik
Indonesia.

Badan Perwakilan Rakyat Desa vang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa vang
herfunpsi mengayomi adat istiadat , membuat Peraturan Diesa, menampung dan
menvalurkan  aspirasi  masyarakat serta  melukukan  pengawasun  terhadap
penyelengoaraan Pemerintahan Desa.

Bakal Czlon adalah warpa masvarakat Desa setempat vang berdasarkan penyvanngan
oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa,

(Czlon zdalah Calon Kepala Desa yvang ditetapkan oleh Panitia Pemiliban.

Calon vang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telsh ditetapkan oleh
Badan Perwakilan Rakyat Desa,

Calon terpilih adalsh Calon Kepala Desa vang memperoleh suara terbanyak dalam
Pemilihan Calon Kepala Desa,
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Pejabat Kepala Desa adalah scorang pejabat yang dianghkat oleh Pejabat vang
berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam
kurun wakiu lerentu.

Peiabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan
memberhentiken Kepala Desa.

. Pemilib adalah Penduduk Desa vang bersanpkutan dan t2lah memenuhs persyarztan

untuk mempergunakan hak pilihoya

. Hak pilib adalah hak yang dimiliki pemilih entuk menentukan sikap pilibannya.

L Penjaringan adalah suaty upaya vang dilekukan oleh Panitia ontuk mendapsikan

bakal calon dari warpas masyarakat setempat.

3 Penvaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi admumistrast maupun

kemampuan dan kepemimpinan para Bakal calon.

Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menank simpati pemilib
vang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang
akan dilaksanakan apahila vang bersanghkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

7 Surmbang Besar adalah perbuatan Avah bersetubuh denpan anak gadisnya atau anak

perempuannya, ibu bersetubuh dengan anak laki-lakinya, saudara laki-laki bersetubuh
dengan saudara perempuan kandungnva

Sumbang Kecil adalah perbuatan merua laki-laki bersetubuh dengan menantunyi
(15151 anaknya), atan menantu laki-laki bersetubub dengan mertua perempuannya (ibu

dar 1stminya),

Sumbang Mata adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan atau perempuan
vang tdak pantas dipandang olch orang lain sesual denpgan adat setempat

EABII
PEMILIHAN KEPALA DESA

Posgal 2

Apabile teqadi kelowongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemniliban Eepala Desa
dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Daerab ini

Pasal 3

(1) Sebelum melaksanakan Pemiliban Kepala Desa, Badan Perwakilan Rakvat Desy

membentuk Manitia Pemihhan,

Pamtia Pemilihan sebagaimana dimaksed ayat (1), terdin dari
ketua merangkap angeota,

zekreotaris merangkap anprota;

3 Orang angpota.
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(2} Panitia Pemilihan sebapaimana dimaksud ayat {2) mempunyal togas .

& mengumumkan penerimaan bakal calon Kepala Desa;
b menerima dan melakukan penebitian administrasi persyaratan Bakal Calon uniek
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menctapkan biayz pemilihan sesual dengan kebutuhan;

mengesahkan dafiar nama pend wduk Desa setempat yang berhak memilih,
mengunumkan Nama-nama calon vang berhak dipilih;

melakukan penjaringan dan panyanmnzan bakal calon berdasarkan ketentuan yang
berlaku;

menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

. melaksanakan pemilihan calon yang berhak diptlin:

j.  membuat Berita Acara Pemilihan.
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Pasal 4

Panitia pemiliban meneliti kelenghapan administrast persyaratan calon Kepala Desa
dan mengadakan musyawarah untuk menclapkan calon yang dituangxan dalam berita
acara penetapan calon.

| Berita acara  penelapan calon digukan aleh ketua panitia pemiliban kepada Hadan

Perwakilan Rakyat Desa dengan dilampiri :

. surai pernyatazn kesediaan menjadi calon,

b, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-undany Dasar

1945, Megara dan Pemermtah Republik [ndonesia;

surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1943,

Nepara dan Pemerintah Republik [ndonesia,

d  surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsunz maupun tidak langsung dalam
kegiatan vanp mengkhianati Toegara Kesstuan  Republik  Indonesia yang
herdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1943, seperti G 30 8/ PKI dan
atau organisasi terlarang lainnya;

e surat keterangan hasil penclitan Knusus (SKHP} vang dikeluarkan oleh orpan

litsus;

khusus bagi bakal calon vang berasal dar Pegawal Negeri dilenghkapi dengan

Surat Keterangan mempunyai kepribadian dan kepemimpinan , berwibawa, jujur,

cerdas, berkermampuan dan terampil serta adil,

hakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pepawai Neger: Sipil harus

mendapatkan ijin tertulis dar atasannya yang berwenang,

b surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 1etap;

| surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintaby;

. surat Keterangan berkelakuan batk darl Kepolisian,

k. daftar riwayat hidup:

| calinan ijazab pendidikan terakhic yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
mempunyal kewenangan untuk itu;

m akte kelzhiran ¢ Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya.

pas pota (hitam putih} ukuran 3 x 4 cm sebanvak 4 [empat) lembar.
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Pasal 5

Hadan Perwakilan Rakyat Desa setelah menerima berita acara penetapan calon dan
j.édte:ah melalui wyian saringan, menctapkan Nama-nama caloan yang berhak diptlin
nerdpsarkan urutan abjad, sedikit-dikimmya 2 (dua) orang,

.{'.;ua'ni]a penpumiman penerimaan bakal calon Kepala Desa telah dibuka sampa
dengan 3 (tiga) kali, namun hanya terdapat | (sat) omng calon Kepala Desa vang
mendaftarkan diri tanpa adanya unsur rekayasa, maka proses penetapan dan
remilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan calon Kepala Desa 1 (satu) orang



{3) Nama-nama calon vang ditetapkan scbagaimana dimaksud dalam avat (1)
disampaikan kepada kelua panitia pemilihan.

{(4) Kema panifia pemilihan setelah menerima persetujuan calon vang hechak dipilih
menctapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan
tanda pambar sctiap calon setelah berkonsultasi dempan Badan Perwakilan Rakyat
Dhesa,

Fazal 6

(1) Calon vang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilithan fidak
diberarkan mengunduarkan dird, apabila vang bersanglutan mengundurkan diri, secara
adminisiratif tidak mengundurkan din.

(2} Apatbila calon vane berhak dipitibh yang telah dirctapkan oleh panitia pemilihan
mengundurkan  dirt sehagaimana dwmaksud ayal (1), dalam penulihan  temvata
memperoleh suara terbanvak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.

(3) Atas pembatalan perolechan suara sebagaimana dimaksud avat (2), dimungkinkan
calon vang  berhak  dipilih vang mendapat dukungan suara  forbanyak  kedua
dinyatakan schagal calon terpilih.

BABITI
PERSY ARATAN YANG BERHAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 7

{1y Yang dapat dipilibh menjadi Kepala Tesa adalah Penduduk Desa Warga Negara

Bepublik Indonesia denpan syarat-syarat

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemermtah Republik Indonesia.

c. berkelakukan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;

d. ndak permah terlibat langsung atan tdak  lengsung dalam kegatan yang
menghianati Megara Kesatwan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Tndang dasar 1945, seperti G.305/PKT dan atau keglatan-kegiatan
organmsasi terlarang lamnva;

¢. undak dicabut hak pilihnya berdasarkan RKeputusan Pengadilan vang  telah
mempunya kekualen hukum vang retap;

f terdaftar schasai penduduk dan bertempat tinpgal tefap b Desa yang
bersangkuian schurang-kurangnys sclama 2 {dua) tahun terakhir dengan tsdak
terpuius-putus,  Kecuali bagn putra Desa yang berada  diinar Desa  yvang
bemsanglkutan;

o sekurang-kurangmya telah herumur 25 tahun dan setingoi-tingoimnya 62 tahun;

b udak pernah dihukom penjara karena melaknkan tindak Pidana;

L schat jasmani dan roliani vang dinvatakan dengan Surat Keterangan Doekier
Petmerintah;
schuranpg-kuranenya  berijazah Sekolah  Lanputan Tingkat  Pertama  atw
berpengetahuan sederajat.
ko tidak pernah melakukan perbuatan sumbang besar, kecil dan atau sumbang masa.
L tidak pernah melakukan perbuatan snah.



(2} Pegawai Negen vang mencalonkan din sebagai Kepala Desa selain harus memenuh:
persyaratan schapaiman dimaksud dalam ayat {1} juga harus memiliki keterangan
persetujuan dari slasannya yang berwenang untiuk itu.

(3) Bagi Pegawai Megeri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terbitung
mulai tangzal pelantikannya sebagal Kepala Desa harus bertempal tingzal di Desa
vang bersanghkutan.

Pasal 8

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warpn Megara Republik

Indonesia vang

4. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnva 6
{enam) bulan dengan tidak lerputus-putus;

b. suclah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pemnah kawin;

c. tidak dicabut hak pilihova berdasarkan Keputusan Pengadilan vang telah mempunyal
kekuatan hukum tetap.

BAB 1V
KAMPANYE PEMILIHAN CALON
YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 9

(1} Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 5 {lima) har
dun masa tenang selama 2 (dua) han sebelum pemiliban dilaksanakan

71 Kampanye dimaksud ayat (1), merupakan forum menyampaikan program yang akan
dilaksanakan apabile vang bersangkutan terpilih menjads Kepala Desa,

3 Badan Perwakilan  Rakyat Desa memberkan petunjuk mengenat pelaksanaan
kampanye para calon Kepala Desa termasuk batas waktu pengawasan dan gistem
pelakssnasn kampanyc.

BAB Y
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 10

1) Selurzng-kurang 7 (tujuh) hari sebelum pemiliban dilaksanaken, panitia pemilihan
Kerals Desa memberitzhukan kepads penduduk Desa yang berhak memilih melalm
engumuman-pengumumean di tempat — tempat yang terbuka tentang akan dilaksakan

pemibhan Kepala Desa;

>} Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk  Desa vang bersangkutan dart calon
vang memenuhi svarat dan telzh ditetapkan olsh Badan Perwakilan Rakyvat Desa

sebarzi calon yang berhak dipilih



Pasal 11

(1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

{27 Setiap orang yang mempunyal hak pilib, hanya mempunyal hak 1 (satu} suara dan

tidak boleh diwakilkan.

i3} Pemilihan dilaksanakan pada hari tanggal waktu dan tempat yang ditentukan oleh

panitia pemilihan Kepala Desa.

41 Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa vang bersanghkuotan.

{51 Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanan ketentuan

i)

ik
L)

t

sehagaimana dimaksod adalam avat (1), (2).dan (3)

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (5), Bupati dapat
menunjuk Camat dan stau pgjabat laimnya.

Pasal 12

| Pemilihan  Kepala Dess dinyatakan sah, apabila jumlah yang  hadir untux

.

menggunakan hak pilihnva sekurang-koerangnyva 23 {dua per tiga) dan jumlah selurub
pemilih vang telah disahkan oleh Badan Perwakilan Rakvat Desa,

Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggenakan hak pilibnya kurang dan
vang ditentukan schagsimana dimaksud dalam avat (1), pemilthan Kepala Desa
dinyatakan batal dan selambat-lambatmya 3 (tiga) hari sctelah pembatalan dimaksud
panitia pemilihan mengadakan pemilihan wiang.

Pemilihan ulang Kepala Desa hanva dapat dilakukan dua kali setelah pemilihan
perama dan apabila pada pemiliban ulang terdapat calon Kepala Desa yang
mengundurkan dirl, maka pemiliban ulang tersebut tetap dilaksanakan dengan calon
vang ada.

\ Apabila dalam pemilihan ulang yang pertama jumlah pemilih  yang hadir unick

1.5

menggunakan hak pilitnya kurang dari '& (selengah) dari jumlah seluruh pemilih
vang telah disahkan, maka pemifiban Kepala Desa dinyotakan bartal

) Pemilihan ulang kedua harus dilaksapakan setelah pemilihan ulang  pertama

dinvatakan batal dan selambat-lambatnya dalam wakte 1 kali 24 jam dilakukan
permilihan dar jumlah pemilih yang hadir.

Pusal 13

Calon Kepala Desa vang dinyatakan terpilib ialah calon vang mendapatkan dukungan
suara terbanyak,

Dalem hal calon Kepals Desa banya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa
tersebut baru dinyatakan terpilth, spabila mendapat dukungan suara sekurang-
kurangnva Y (sctengah) ditambah 1 (satu) dan jumlah pemilib yang menggunakan
hak plihova,



Pasal 14

(1) Bag Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) vang tidak
mendapat dukungan suara terbanvak maka Panmitia Pemilihan mengadakan pemilihan
wlang

{2y Calon Eepala Desa vang tidak mendapat dubungan suara terbanyak sebagsimana
dimaksud avat (1), udak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan berikumya.

{3) Panitia Pemiliban membuka kembali pendafiaran bakal calon Kepala Desa selambat-
lambatnya satue bulan sejak pembatalan,

i4) Guna menjalankan rods pemenintahan Desa, Badan Perwakilan Rakyat Desa
menetapkan salah satu Perangkat Desa sebagar pojabet sementara Kepala Desa vang
pengesahannya oleh Bupati

(3] Paling lambat & (enam) bulan Panitia Pemiliban Kepala [Desa melaksanakan
Pemilihan ulang Kepala Desa.

(6} Tata cara pemilihan ulang dimaksud berpedoman pada Pasal 1, 11 dan 12,

(7) Pemilihan wlang sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan {2) dilaksanakan
sebagaimana dimaksed dalam Pasal 12

Pasal 15

(1) Apabila terdapast lebih dan satu orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara
terbanvak sebagaimana dimeksud Pasal 13 dengan jumlab suara yang sama, maka
terhadap mereka dizdakan pemilthan ulang;

(2} Pemilthan ulang scbapgaimana dimaksud avat {1} hasilnya ternyata tctap sama, maks
untuk menetapkan calon yang dinvatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon
vang hersanpkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan Panitia
Femilihan yang disediakan dalam sampuol tertutup yang bersegel.

|2} Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat {2) dilaksanakan pada han
dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara,

(4) Milar yang terbaik dan jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud
dalam avat (3] ditentukan sebagai pemenang:,

Pasal 16

Apabila dalam  pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam  pelaksanaan
pemungutan suara harus disediakan 2 {dua) tempat kotok suars atan 2 (doea) tanda gambar
vang berbeda masing-masing untuk susra yang mendukung dan yang tidak mendukung.

Pasal 17

(1) Setelah pemungutan svara selesal sebapgaimana dimaksod Pasal 12,13 | Pasal 14 avat
(1) dan avat (5), Pasal 15 dan Pasal 16, maka panitia pemilihan pada hari dan tangpal
1y juga membuat benta scara pemilihan yong ditandatangani oleh Panitia dan Calon,
matennye menurot jalannya pemitlthan perhitungan jumlah swara dan mengumuemkan
nasil perhitungan suara,



(2) Selambat-lambativa 14 (empat beles) han terhutung sejak selesminya pelaksanaan

pemilihan, panita permilihan segera mengajukan Berie Acara dan laporan
pelaksanaan serta perianggungiawaban braya pemilihan Kepala Desa kepada Badan
Perwakilan Rakyat Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat,

(31 Calon Kepala Desa terpilin ditetapkan dengan Keputusan oleh Badan Parwakilan

Rakyat Desa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dart panitia pemilihan
Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati denpan menarbitkan kKeputusan Bupan
tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

BAE VI
TATA CARA PELANTIKAN / PENGUCAPAN
SUMPAH / JANJI KEPALA DESA

Pasal 18

(1} Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(21 Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.

L2
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) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sehagai berikun ;

“ Diemi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjan)i bahwa saya akan memenuhs
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan scbaik-buiknya, sejujur-jujurnya dan
seadil-adilnya;  behwa  saya  skan  selalu  tsar  dalam  mengamalkan  dan
mempertahankan Pancesila sebapai Dasar Negara, dan babwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1943 sebagai konstitusi negara serta
sepala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Dess, Daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia™

Masa jabatan Kepala Desa § (lima) tahun dan dapat dipilib kembah satu kali untuk
masa jabatan 3 tahun berikutnya terhitung scjak tangeal pelaksanaan pelantikan.

Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) telah berakhur,
vang hersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikumya.

BAEB VU
TUGAS DAN KEWAJIDAN KEPALA DESA

Paszl 19

ugas dan kewajiban Kepala Desa adalah

mempimpin penyélengezaraan Pemenntahan Desa;

membina kehidupan masyarakat Desa;

membina perekonomian Desa;

memelihara keteniraman dan ketertiban masyarakai Diesa;

mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa,

mewakill Desanya di dalam dan di lvar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya,

mengsjukan rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan Perwakilan Rakyat Desa
menztapkannya sebagal Peraturan Desa;

menjaga  kelestaran adat istiadal yang hidup dan berkembang di Desa yang
bersangkutan.



BAB VIIL
PERTANGGUNGJAWAEAN KEPALA DESA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab
kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat Desa dan menvampaikan laporan
mengena pelaksanaan tuzasnya kepads Bupati melalul Camat,

1 2] Pertanggungjawaban  dar laporan peloksanasn tugas EKepala [Desa sebapaimana
dimaksud ayat (1) disampakan sekurang-kuranpnya sekabi dalam satu tahun pada
setigp akhir tahun angparan.

(3} Pertanggengjawaban Kepals Desa vang ditolak oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa
termasuk pertanggungjaweban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dalam
Jangka wakiu paling lama 30 hari dan disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan
IKakyar Desa,

(4) Dalam  hal pertanggungjawaban  Kepala Desa vang teleh  dilenghapi  atau

disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Rakyat Desa dapa
mengusulkan pemberhentian kepala Desa kepada Bupati.

BABIX
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 21
fepala Desa dilarung melakukan perbuatan vang melalaikan tugas dan kewajiban vang
merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, pemerintah Desa dan masyarakat
2124 hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undanazan yanp berlaku,
Pasal 22
Uindakan penyvidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan atas persetujuan ¢ izin

Bupati kecual yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana Kejabatan.

BABX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I'asal 23
(1) Kepala Desa vang dituduh atan tersengket dalam suatu tindak pidana atas usul Badan
Perwakilan Rakyat Desa melalui Camat dapat diberhentikan sementara oleh Bupati
(1) Pemberhenuan sementara ditetapkan denpan Surat Keputusan Bupati,
(3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari

Gilakukan oleb scorang pejabat Kepala Dese yang diangkat oleh Bupati atas usul
Badan Perwakilan Rakvat Desa melalui Camat.



(4) Apabila berdasarkan pembentahuan dan pemyidik umum atau berdasarkan Putusan
Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan batiwa Kepala Desa vang bersangkutan tdak
rerbukti melakukan perbuatan vang diuduhkan, maka Badan Perwakilan Rakyar Desa
melaly Camat menzusulkan untuk mencabut  Surat Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian sementara.

(51 Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Perama, wrbukn melakukan
perbuatan vang ditudehikan sedangkan Kepala Desa vang bersanghutan melakukan
upsva hikuwrn mzka selambat-lambatoya satu tabun sejak Putusan Pengadilan tingkal
Pertama upava hukum dimaksud belum selesal Badan Perwakilan Rakyal Dlesa
melahn Camat menzusulkan kepada Bupat agar Kepala Desa yang bersanghutan

dibernentzan

Fasul 24

Foepala Desa berhent atae diberbentikan oleh Bupan aas usul BEFRD karena
a. memngesl Duia:

b mengajukan berheni atas permintasn sending

tidak Lo memench: svaral dan / wmaw melanggar sumpahy jangi,

herakhir masa jahatan dan telah diluntik Kepala Desa vang baru.

v melakukan perbuatan vang berentangan denpan ketentuan Perataran Perundang-
undangan vany berlaku dan | atae norma yang hidup dan berkembang dalam
masvarakat Desa;

{ pertanceungiawabarnya ditolak oleh Badan Perwakilan Rakvat Desa

L |

=%

Pasal 25

Badan Perwakilan Rakvat Desa membentzhukan kepada Kepala Desa mengenai akan
herakhirnya masa jabatan Kepata Desa secasa tertulis 6 {enam) bulan sebelum
berakhirnva masa jabatan.

20 Tiga bulan sehelum herakhirmya masa o jabatan, Kepala Desa menyampaikan
pemangpungizwaban ok i masa jabatan kepada Badan Perwakilan Rakyat Desa,

fad

Selambat-lambatova dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Badan Perwakilan
Rakvat Desa segers memprases pemilinan Kepala [asa vang baru.

BABXI
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL
KEPALA DESA BERHALANGAN TETAP

Pesal 26

Dalam hal Kepala Desa berbalangan tetap, maka dnunjuk Pejabat Sementara Repala

Dhesy

) Pengangkatan pejabat sementara Kepala Desa disahkan oleh Bupat atas usul Badan
Perwakilan Rokvat Desa melalu Camat.

”

Prishal Kepalas Desa sehagaimana dimaksed avat (1) diangkat dan salah seorang

nerancshkar Diesy,

1) Masa abatan payabat Kepala Desa ditetapkan paling tama satu tahun



(5) Paling lambat & (enam) bulan sejak diangkat pejabat kepala Desamaka Badan
Perwakilan Rakvar Diesa sepsra mengadakan pemilihan Kepala [Desa vang
bersangkutan

BAR XII
KETENTUAN PENLTUP

Pasal 27

(1} Pada saat herlakunya Perateran  Daerah mi, maka semua  Kelentuan vang
bertentangan dengan Feraturan Dagrab i dinyatakan tidak berlaku .

(2} Hal-hal vang belum dister di dalam Peraturan Daerah ini. akan duoetapkan Jebih
lamjut oleh Bupan sepanjang mengena pelaksanaannya.

Pasal 28
Peraturan Dracrah im mulas berlaku pada tangeasl divndanekan.

Agar setigp orang mengetahuinya memenniabkan pengundangan Peraturan Dagrab o
dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Erim

[ntetapkan di Muara BEmim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

" AHMAD SOFJAN CEFENIME

Dundangkan di Muarz Erm

pada tanggal 29 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M LA RA

REAN ROBAIN 3IROD

LEMBARAN DAERAH KARBUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 45,



